
SALINAN 
PERATURAN  WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 87 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 

ANGGARAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN BARANG/JASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah 
dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota 
Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 139 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
139 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan
Barang/Jasa.

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286);  

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 58 Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5952); 

 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 48661); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6801); 
 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Tahun 20l4 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5492); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 
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10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018); 

 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 
2012  Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Tahun 2018 
Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2020 
Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 
24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan 
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 
2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Tahun 2021 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6640); 
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21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Tahun 2021 Nomor 186); 

 

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 
2021 Nomor 63); 

 

23. Peratuan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-
IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 45); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 
2018 Nomor 1213); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1543); 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita 
Negara Tahun 2018 Nomor 766); 

 

29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan 
Barang/Jasa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 768) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 
tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1659); 
 

30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Layanan 
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 771); 
 

31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pengembangan 
Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 
Tahun 2018 Nomor 772); 
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32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola 
(Berita Negara Tahun 2021 Nomor  485); 

 

33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku 
Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 
Tahun 2021 Nomor 486); 

 

34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Tahun 
2021 Nomor 487); 

 

35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Tahun 2021 
Nomor 489); 

 

36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan 
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 491); 
 

37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Tahun 2021 
Nomor 511);  

 

38. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Tahun 2021 Nomor 512); 

 

39. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 593); 
 

40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor  18 Tahun 2023 
tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 18 
Seri E); 

 

41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021  (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 

42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 1); 
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43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 
 

44. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pelayanan 
Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2021 Nomor 17); 

 

45. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2022 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 139 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2023 Nomor 138); 

 

46. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang 
Program Padat Karya di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 83). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
ANGGARAN BELANJA DAERAH DAN PENGADAAN 
BARANG/JASA. 

 

 
Pasal I 

 

Ketentuan dalam ayat (3) Pasal 33B Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan 
Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 
Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 139 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengadaan 
Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 
138) diubah sebagai berikut: 
 

Pasal 33B 
 

(1) PPK dalam melaksanakan e-purchasing untuk 
Pekerjaan Konstruksi wajib meminta jaminan 
pelaksanaan. 
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(2) Pelaksanaan e-purchasing untuk Pekerjaan Konstruksi 
dilakukan dengan ketentuan: 

a. ditujukan terhadap Penyedia dengan kualifikasi 
usaha mikro atau usaha kecil; dan 

b. dibatasi hanya untuk nilai Pagu Anggaran sampai 
dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah) 

(3) Pelaksanaan e-purchasing untuk Pekerjaan Konstruksi 
di lingkungan Pemerintah Daerah dikecualikan dalam 
hal: 

a. pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks; 

b. pekerjaan konstruksi yang tergolong tidak 
kompleks, namun: 

1. dari segi metodologi pekerjaan sulit dilakukan 
pemilihan dengan melalui metode e-purchasing; 
dan/atau 

2. tidak dapat dilakukan akibat dari fitur/sistem e-
purchasing belum tersedia atau belum dapat 
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan 
konstruksi. 

(4) Pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
pekerjaan konstruksi dengan kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki resiko keselamatan konstruksi tinggi; 

b. membutuhkan teknologi tinggi; 

c. menggunakan peralatan yang didesain khusus; 
dan/atau 

d. pekerjaan yang sulit didefinisikan secara teknis 
bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan 
pengadaan barang/jasa. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Maret 2024 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
      ERI CAHYADI 

 
Diundangkan di ........ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 21 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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